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M. Besaran Sanksi Administrasi Berupa Denda
atas Pelanggaran Pemenuhan Kewajiban
dari Izin Penyelenggaraan Jasa Nilai
Tambah Teleponi dan Jasa Multimedia

1. Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah

Teleponi )

a. Tidak memenuhi standar kualitas
pelayanan yang ditetapkan sesuai
ketentuan yang berlaku. (termasuk
pengembangan wilayah layanan);

b. Keterlambatan penyampaian laporan
berkala

c. Tidak menyampaikan

laporan yang benar.

Informasi

2. Penyelenggaraan Jasa Multimedia
a. Tidak memenuhi standar kualitas
pelayanan yang ditetapkan sesuai
ketentuan yang berlaku (termasuk
pengembangan wilayah layanan);

b. Keterlambatan penyampaian laporan
berkala
c. Tidak menyampaikan Informasi
laporan yang benar

PP 7 Tahun 2009

per kinerja
operasi dan
atau layanan/
tahun
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Per Laporan
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Pemenuhan Kewajiban

Pasal 6

Penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
angka 2 dan angka 3 wajib memenuhi:

a. standar kualitas pelayanan dan/atau pengembangan wilayah layanan;

b. penyampaian laporan berkala; dan

c. penyampaian informasi laporan yang benar.

b. penyelenggara jasa telekomunikasi:
1. penyelenggara jasa teleponi dasar;
2. penyelenggara jasa nilai tambah teleponi; dan
3. penyelenggara jasa multimedia.

Pencapaian Komponen Tolok Ukur (TU) = (Realisasi Pembangunan) X 100%
Komitmen Pembangunan

Nilai rata-rata = ( TU1 + TU2+....+TUn
n




Tata Cara Merubah Komitmen :

Pasal 10

< (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat mengusulkan perubahan terhadap

: komitmen pembangunan sepanjang tidak mengurangi jumlah total
komitmen pembangunan dalam 5 (lima) tahun.

(2) Perubahan komitmen pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hanya dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali setiap periode

pembangunan lima tahun.

(3) Perubahan komitmen pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak boleh dilakukan pada tahun pertama dalam periode pembangunan
lima tahun kedua dan seterusnya.

(4) Perubahan komitmen pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dapat dilakukan untuk perubahan komitmen pembangunan tahun
berikutnya dan usulan perubahannya harus disampaikan paling lambat 3
(tiga) bulan sebelum masuk komitmen pembangunan tahun berikutnya.

(5) Contoh usulan perubahan komitmen pembangunan tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.



Pasal 11

(1) Dalam hal izin penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi
terbit kurang dari 6 (enam) bulan dari batas akhir Tahun Buku, maka
komitmen pembangunan tahun Pertama terhitung mulai awal Tahun
Buku berikutnya.

(2) Pembangunan yang dilakukan selama 6 (enam) bulan dari batas akhir
Tahun Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai
bagian dari pencapaian komitmen pembangunan untuk Tahun Pertama.

ljin terbit 1 Juli 2014 maka Tahun Pertama Komitmen adalah Tahun 2015
ljin terbit 29 Juni 2014 maka Tahun Pertama Komitmen adalah Tahun 2014




Tata Cara Pelaporan

Pasal 18

(1) Penyelenggara  jaringan dan/atau jasa  telekomunikasi  wajib

menyampaikan pelaporan Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk 1
(satu) Tahun Buku kepada BRTI U.p. Direktur Jenderal.

(2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), untuk tahun Pertama terbit izin,
maka perhitungan 1 (satu) Tahun Buku terhitung mulai tanggal terbit izin
sampai dengan 31 Desember pada tahun dimaksud.

Penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) wajib berisi informasi yang benar, yang dinyatakan dalam
surat pernyataan yang ditandatangani oleh direktur utama dan
bermaterai cukup.

(6) Batas waktu penyampaian pelaporan penyelenggaraan telekomunikasi
paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.

Terhadap penyelenggara yang tidak menyampaikan Laporan
Penyelenggaraan sampal dengan batas yang telah ditetapkan akan

dikenakan denda dan diberikan SP tidak operasional sd pencabutan
1zin .



Mekanisme Pengenaan Sanksi
Pasal 19

Penilaian pemenuhan kewajiban penyelenggara jaringan dan/atau jasa
telekomunikasi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.
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Keberatan Tertulis diverifikasi paling lama 60 hari kerja (diterima atau tidak di
tetapkan oleh Menteri)

ditolak (final)

Pengenaan Sanksi Denda Segenananss Pengenaan Sanksi

] Denda
(Rp. 500.000/2 minggu) Denda (Rp.
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Mekanisme Pengenaan Sanksi

Pasal 22

Direktur Jenderal menerbitkan surat pemberitahuan pembayaran untuk
pengenaan Sanksi Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5)
dan Pasal 20 ayat (4) yang memuat besaran sanksi yang dikenakan dan
jatuh tempo pembayaran.

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara jaringan
dan/atau jasa telekomunikasi belum atau tidak melunasi kewajibannya,
maka Direktur Jenderal menerbitkan Surat Tagihan Pertama.

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat
Tagihan Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan,
penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi belum atau tidak
melunasi kewajibannya, maka Direktur Jenderal menerbitkan Surat
Tagihan Kedua.







